ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahanan Berbasis Elektronik terhadap Peningkatan Pelayanan di
Kantor Imigrasi Kelas Il Non TPI Blitar” ini ditulis oleh Afra Annisa
Wiryaningrum Subroto, NIM. 13103193130, Prodi Hukum Tata Negara (HTN),
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, di bimbing oleh
Ahmad Gelora Mahardika, M.H.

Kata Kunci: Peningkatan Pelayanan, Peraturan Presiden No 95 Tahun2018 Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan perkembangan zaman yang semakin pesat
mengakibatkan tuntutan pemenuhan kebutuhan masyarakat semakin meningkat, terutama
di institusi birokrasi. Pemerintah sebagai pihak penyelenggara negara memiliki tugas
untuk memberikan pelayanan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sistem pemerintahan berbasis Elektronik yang disingkat SPBE adalah sebuah
penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam meningkatkan kualitas
pelayanan di butuhkan suatu tindakan dengan tujuan dan sasaran seusai kebijakan.

Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah: 1) Apakah Implementasi Peraturan
Presiden No0.95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
berpengaruh terhadap Peningkatan Pelayanan di Kantor Imigrasi Kelas 11 Non TPI Blitar
2) Bagaimana tinjauan Figih Siyasah terhadap implementasi Peraturan Presiden No.95
Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik terhadap peningkatan
pelayanan di Kantor Imigrasi Kelas 11 Non TPI Blitar? Dengan tujuan penilitian ini
sebagai berikut : 1) Untuk menganalisis implementasi Peraturan Presiden N0.95 Tahun
2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik terhadap peningkatan pelayanan di
Kantor Imigrasi Kelas Il Non TPI Blitar. 2) Untuk mendeskripsikan tinjauan Figih
Siyasah terhadap implementasi Peraturan Presiden No0.95 Tahun 2018 tentang sistem
pemerintahan berbasis elektronik terhadap peningkatan pelayanan di Kantor Imigrasi
Kelas Il Non TPI Blitar.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan
jenis penelitian hukum empiris, menggunakan teknik simple random sampling dengan
berlandas teori Slovin mengambil 95 responden dari total populasi 100 masyarakat yang
melakukan pelayanan di Kantor Imigrasi Kelas Il Non TPI Blitar. Instrumen penelitian
menggunakan kuisioner dengan skala linkert kemudian dianalisis dengan menggunakan
uji validitas dan reabilitas dan teknik analisis statistik deskriptif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa : 1) Berdasarkan hasil penelitian diketahui
berdasarkan teori peningkatan kualitas pelayanan publik yang memiliki lima dimensi
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kualitas pelayanan publik menurut Zeithhaml, Parasurman dan Berry peneliti
mendapatkan hasil semuanya berada pada kategori presentase Baik (berkualitas) sehingga
impelementasi peraturan presiden no 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis
Elektronik Membuktikan Berpengaruh Baik Terhadap Peningkatan Pelayanan Di Kantor
Imigrasi Kelas Il Non TPI Blitar. Semuan poin pelayanan dari dimensi Tangible,
Reliability, Responsiveness, Assurance, Emhpahty mendapatkan respon yang baik dari
masyarakat. 2) Berkaitan dengan tinjauan Siyasah Dusturiyah, Kantor Imigrasi Kelas Il
Non TPI Blitar sudah baik karena telah memberikan berbagai jenis pelayanan dalam
lingkup sistem pemerintahan berbasis elektronik serta menyediakan fasilitas penunjang
pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, meskipun dalam pelaksanaannya
masih sedikit terdapat kendala.
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Abstract

The thesis with the title "Implementation of Presidential Regulation No. 95 of 2018
concerning Electronic-Based Government Systems to Improve Services at the
Class Il Non-TPI Blitar Immigration Office™ was written by Afra Annisa
Wiryaningrum Subroto, NIM. 13103193130, Constitutional Law Study
Program (HTN), Sayyid Ali Rahmatullah State Islamic University
Tulungagung, supervised by Ahmad Gelora Mahardika, M.H.

Keywords: Service Improvement, Presidential Regulation No. 95 of 2018 Electronic-
Based Government Systems.

This research is motivated by the increasingly rapid development of the times
resulting in increasing demands for meeting people's needs, especially in bureaucratic
institutions. The government as the state administrator has the duty to provide services
aimed at improving the welfare of the community. An electronic-based government
system, abbreviated as SPBE, is a government administration that utilizes information
and communication technology to provide services to the community. Improving the
quality of service requires action with goals and objectives in accordance with policy.

The problem formulation of this research is: 1) Does the implementation of
Presidential Regulation No0.95 of 2018 concerning Electronic-Based Government
Systems have an effect on improving services at the Class |1 Non-TPI Blitar Immigration
Office 2) What is the Figh Siyasah review of the implementation of Presidential
Regulation No0.95 of 2018 about an electronic-based government system for improving
services at the Class Il Non TPI Blitar Immigration Office? The aims of this research are
as follows: 1) To analyze the implementation of Presidential Regulation No. 95 of 2018
concerning electronic-based government systems towards improving services at the Class
Il Non-TPI Blitar Immigration Office. 2) To describe the Figh Siyasah review of the
implementation of Presidential Regulation No. 95 of 2018 concerning electronic-based
government systems for improving services at the Class 11 Non-TPI Blitar Immigration
Office.

The method used in this research is quantitative research with the type of
empirical legal research, using a simple random sampling technique based on Slovin's
theory, taking 95 respondents from a total population of 100 people who provide services
at the Class Il Non-TPI Blitar Immigration Office. The research instrument used a
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questionnaire with a Linkert scale which was then analyzed using validity and reliability
tests and descriptive statistical analysis techniques.

The research results show that: 1) Based on the research results, it is known that based on
the theory of improving the quality of public services which has five dimensions of
public service quality according to Zeithaml, Parasurman and Berry, the researchers
found that the results were all in the Good (quality) percentage category so that the
implementation of Presidential Regulation No. 95 of 2018 regarding electronic-based
government systems has proven to have a good effect on improving services at the Class
Il Non TPI Blitar Immigration Office. All service points from the Tangible, Reliability,
Responsiveness, Assurance, Emhpahty dimensions received a good response from the
public. 2) In relation to Siyasah Dusturiyah's review, the Class Il Non TPI Blitar
Immigration Office is good because it has provided various types of services within the
scope of an electronic-based government system and provided service support facilities
that suit the needs of the community, although in implementation there are still a few
obstacles.
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